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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan, maka dapat ditarik 

kesimpulan antara lain: 

1. Badan Permusyawaratan Desa Rasabou menjalankan fungsinya sebagai 

badan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55, serta Peraturan 

Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2010 berkaitan dengan Badan 

Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa Badan yang 

terhormat ini dengan sungguh-sungguh mematuhi pedoman yang 

ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa saat ini belum 

berlaku. Belum meratanya penegakan kedua peraturan daerah (Perdes) di 

Desa Rasabou, Kecamatan Hu, U, Kabupaten Dompu, selama ini 

menunjukkan hanya sedikit dusun yang menikmati keuntungan dari 

penerapan Perdes tersebut. 

2. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Rasabou dalam menampung 

dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat desa saat ini kurang 

optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspirasi masyarakat Desa Rasabou 

yang belum terealisasi. Selain itu, aspirasi yang disampaikan dalam 

MUSREMBANGDes belum berhasil ditanggapi oleh anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa Rasabou karena keterbatasan pemahaman 

terhadap UU Desa dan perannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa. 

3. Badan Permusyawaratan Desa Rasabou telah menilai kinerja Kepala 

Desa berdasarkan laporan akhir tahun Program Kerja yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa Rasabou. Terlihat bahwa Program Kerja kurang 

efektif sehingga disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa 

belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. 

4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rasabou 

terkait dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

berdampak pada pelaksanaannya. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Harapannya Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi secara luas 

di setiap desa dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada 

warga tentang fungsi dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa. Hal 

tersebut menjadi sangat penting dalam konteks Desa Rasabou yang 

terletak di Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu. Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa menghadapi tantangan dalam memahami 

peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa, dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kurangnya pemahaman ini 
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menghambat kemampuan mereka untuk memahami seluk-beluk dan 

konsekuensi dari peraturan ini. 

2. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Rasabou dalam 

melakukan pengawasan terhadap program pelaksanaan pembangunan 

desa dilakukan secara seefektif mungkin, mungutamakan asas 

keterbukaan kalau ditanyakan oleh masyarakat desa setempat, karna asas 

keterbukaan menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Badan Permusyawaratan 

Desa, diharapkan kepada Badan Permusyawaratan  Desa Rasabou 

mampu mengkoordinir anggotanya serta memberikan sanksi yang tegas 

terhadap anggota-anggota yang melanggar ketentuan tugas dan fungsi 

dalam ketentuan Undang-Undang. 

4. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Rasabou untuk 

kedepannya memperjuangkan agar supaya memiliki kantor atau 

sekretariat tersendiri demi kelancara dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa. 
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